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ABSTRAK 

Politik hukum pendidikan mencakup pembuatan suatu 

produk hukum pendidikan yang dibuat dalam rangka 

mengimplementasikan tujuan nasional yang tercantum dalam 

pembukaan UUD NRI 1945 yaitu “.. mencerdaskan kehidupan 

bangsa...”. Salah satu Undang-Undang yang secara khusus 

mengatur adalah UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik 

Baru (PPDB)  merupakan suatu terobosan baru dalam sistem 

pendidikan nasional, sebagaimana diatur dalam Permendikbud 

Nomor 17 Tahun 2017 jo Nomor 14 Tahun 2018 Tentang 

Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, 

Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah 

Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang 

Sederajat. Adapun petunjuk teknis pelaksanaan PPDB Tahun 

2018 di Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Kepala Dinas 

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Nomor 120 

Tahun 2018 jo 142 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis 

Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah 

Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Bantul 

Tahun Ajaran 2018/2019. Hal ini menarik dikaji karena sistem 

zonasi mengatur bahwa PPDB tahun 2018, 90% kuota diberikan 

untuk siswa yang berdomisili pada radius zona terdekat dari 

sekolah. Kemudian sisanya 10% dibagi menjadi 2 kelompok, 

kelompok yang pertama adalah 5% untuk jalur prestasi dan 5 % 

sisanya lagi berlaku untuk siswa dengan alasan khusus dalam hal 

ini siswa yang karena orangtuanya berpindah tugas ataupun siswa 

akibat bencana alam.  

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 

research) dengan pendekatan yuridis empiris. Lokasi penelitian 

bertempat di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Bantul dan SMPN 1 Banguntapan Bantul. Metode 

analisis adalah deskriptif analitik sedangkan metode 

pengumpulan bahan hukum yaitu dengan wawancara dengan 

pihak  terkait dalam penelitian ini. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPDB di Kabupaten 

Bantul dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepala Dinas 
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Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Nomor 120 

Tahun 2018 jo 142 Tahun 2018. Zonasi dibagi mejadi dua yaitu 

jalur lingkungan sekolah atau zonasi dengan jarak 500meter 

(zonasi ring) dan zonasi luas kabupaten yang nantinya dibagi 

menjadi zonasi kecamatan dengan tambahan point 40, beberapa 

kecamatan yang disatukan dalam satu zona dengan tambahan 30 

point, dan zonasi luas kabupaten Bantul dengan tambahan 20 

point. Sedangkan dalam pelaksanaan PPDB di SMPN 1 

Banguntapan sudah sesuai dengan Permendikbud Nomor 14 

Tahun 2018 dengan menerapkan jalur zonasi, jalur prestasi dan 

jalur alasan khusus hanya saja untuk prosentase dari masing-

masing jalur belum sesuai. Seharusnya untuk jalur zonasi 90% 

namun hanya di terapkan 87,5% sehingga diperoleh siswa 

sejumlah 189 siswa. Untuk jalur prestasi yang seharusnya 

prosentase paling banyak 5% yaitu diterapkan 5,5% sehingga 

diperoleh siswa sejumlah 12 siswa. Serta jalur alasan khusus, 

yang seharusnya paling banyak hanya 5% ternyata melebihi yaitu 

8,79% dengan jumlah siswa 19 siswa. 

Kata kunci: PPDB, Zonasi, Permendikbud, Perka Dikpora. 
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MOTTO 

 

 

Allah Tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya 

- Al- Baqarah : 286 

 

Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan 

- Al-Insyirah : 5 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

“Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan 

berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi 

hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan 

kemajemukan bangsa.”
1
 Sebelum menikmati pendidikan tersebut, 

seorang calon peserta didik haruslah melalui proses penerimaan 

peserta didik baru (PPDB). Selama ini PPDB yang berlangsung 

masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. 

Penyimpangan tersebut antara lain masih banyaknya orangtua 

yang mengejar sekolah dengan “brand” tertentu, sampai 

menitipkan anaknya di kartu keluarga (KK) milik saudaranya 

yang berada dalam satu wilayah dengan sekolah tersebut. 

Harapannya akan mendapatkan peluang lebih besar untuk masuk 

ke sekolah tersebut. 

Ketika bisa masuk sekolah yang favorit nantinya akan 

mudah untuk masuk ke sekolah jenjang lebih tinggi yang 

tentunya favorit juga, untuk itu orangtua mendaftarkan anaknya 

di lembaga bimbingan belajar supaya nanti saat ujian akhir tiba 

akan mendapat nilai tinggi. Keberadaan sekolah-sekolah favorit, 

dalam seleksi PPDB hanya akan menerima siswa yang pintar 

sehingga siswa dengan nilai rendah tidak bisa diterima di sekolah 

yang bagus. Mereka harus sekolah di sekolah yang biasa-biasa 

                                                           
1
 Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 
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aja, bahkan jaraknya jauh. Ketika jaraknya jauh akan menambah 

kerepotan orangtua karena harus mengantar anaknya sekolah. 

Kemacetan terjadi, dan angka kecelakaan akan meningkat. 

Melihat hal tersebut, di tahun 2017 melalui Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 tahun 2017, 

Mendikbud mengeluarkan aturan baru yang disebut dengan 

sistem zonasi. Melalui sistem ini adanya pembagian kuota-kuota 

untuk anak usia sekolah yang akan mengikuti seleksi PPDB. 

Sistem zonasi yaitu menggunakan jarak antara sekolah dengan 

tempat tinggal calon peserta didik, dalam melakukan seleksi. 

Sekolah berkewajiban untuk menerima siswa yang berada dalam 

radius zona terdekat dengan kuota paling sedikit 90% dari seluruh 

jumlah siswa yang akan diterima.  

Sisanya 10 persen dibagi lagi menjadi 2 yaitu 5% malalui 

jalur prestasi untuk siswa diluar  radius zona terdekat. 5% untuk 

siswa dengan alasan khusus, dimana meliputi perpindahan 

domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadinya becana alam 

maupun bencana sosial. Penerapan sistem zonasi dimaksudkan 

oleh Mendikbud, untuk menghilangkan label adanya sekolah 

favorit dan sekolah tidak favorit. Sehinqagga nantinya semua 

sekolah itu akan sama. Hal ini merupakan terobosan baru guna 

pemerataan pendidikan yang berkualitas. Sehingga kedepannya 

semua anak dapat menikmati pendidikan tanpa harus persaingan 

dalam perebutan kursi sekolah. Sebab, selama ini pendidikan di 

Indonesia masih sangat memprihatinkan. Angka anak yang 

mengalami putus sekolahpun masih sangat tinggi. 



3 

Diterapkannya sistem zonasi di D.I.Yogyakarta pada tahun 

2017 ternyata menuai berbagai reaksi dari kalangan orang tua 

siswa baru. Banyak orang tua murid yang merasa dirugikan 

dengan adanya sistem tersebut. Ombudsman Republik Indoneesia 

(ORI) D.I.Yogyakarta pun “kebanjiran” aduan dari masyarakat 

terkait sistem zonasi PPDB di Kabupaten Bantul. Sebagaimana 

yang disampaikan oleh Kepala ORI Perwakilan DIY, Budhi 

Masthuri, ada laporan dari orangtua murid, dimana ada 14 

sekolah di Kabupaten Bantul yang bermasalah. Sekolah tersebut 

adalah SMP Negeri yang ada di kecamatan Pandak, Kecamatan 

Imogiri, Kecamatan Bantul, dan Kecamatan Banguntapan. Orang 

tua murid melaporkan adanya dugaan kecurangan dalam bentuk 

manipulasi terkait jarak antara sekolah dengan rumah masing-

masing siswa yang dilakukan oleh orang tua murid. Caranya 

dengan meminta surat keterangan jarak dari pemerintah desa 

setempat sesuai dengan keinginan mereka.
2
 

 Di tahun 2017 memang diserahkan kepada desa, biar desa 

yang menentukan karena desa kan yang lebih tau mengenai jarak. 

Dari desa ini tergantung siapa yang minta, ada yg mintanya pagi 

jam 07:00 jaraknya hanya 1km tetapi ketika jam 11:00 jaraknya 

sudah 3km. Desa juga tidak mengira kalau itu berpengaruh, 

karena tahunya hanya memberikan surat keterangan saja. Apa 

                                                           
2
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3552270/ori-diy-temukan-

14-smp-bermasalah-dalam-sistem-zonasi-ppdb-di-bantul, akses pada 02 

Oktober 2018 Pukul 11:55 WIB. Hal ini telah penyusun klarifikasi juga 

dengan pihak Disdikpora Kabupaten Bantul terkait adanya kecurangan yang 

terjadi di Kabupaten Bantul saat PPDB tahun 2017 dan juga Pihak dari SMPN 

1 Banguntapan Bantul. 

https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3552270/ori-diy-temukan-14-smp-bermasalah-dalam-sistem-zonasi-ppdb-di-bantul
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3552270/ori-diy-temukan-14-smp-bermasalah-dalam-sistem-zonasi-ppdb-di-bantul
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lagi siapa dulu menjadi tim suksesnya lurah terus bisa 

dipermudah. Contoh kasus alamatnya sorowajan itu diterima di 

SMPN 2 Banguntapan, tetapi yang Wonocatur (Pamela 3) malah 

tidak di terima karena surat keterangan dari desa tadi. Padahal 

pamela 3 dengan SMPN 2 Banguntapan itukan lebih dekat. 

Bahkan 1 RT banyak yang tidak diterima, karena tidak ada 

batasan yang pasti tadi.
3
  

Di tahun 2018, melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 tahun 2018, sistem 

zonasi kembali diterapkan. Pengaturan mengenai sistem zonasi 

diatur di dalam Pasal 16 Permendikbud Nomor 16 Tahun 2018 

 

Bagian Keempat
4
 

Sistem Zonasi 

Pasal 16 

(1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib 

menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius 

zona terdekat dari Sekolah paling sedikit sebesar 90% 

(sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta 

didik yang diterima. 

(2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan 

paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB. 

(3) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di 

daerah tersebut berdasarkan: 

a. ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut; dan 

                                                           
3
 Wawancara dengan Bapak Suyatno, Kasi Kurikulum Bidang SMP 

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul, 23 Januari 2019. 
4 Permendikbud Nomor 14 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta 

Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar,  Sekolah Menengah 

Pertama, Sekolah Menengah Atas,  Sekolah Menengah Kejuruan, Atau  Bentuk 

Lain Yang Sederajat. 
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b. jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan 

belajar pada masing-masing Sekolah. 

(4) Dalam menetapkan radius zona sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), pemerintah daerah melibatkan musyawarah/ 

kelompok kerja kepala Sekolah. 

(5) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan 

provinsi/kabupaten/kota, ketentuan persentase dan radius 

zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar 

pemerintah daerah yang saling berbatasan. 

(6) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat 

menerima calon peserta didik melalui: 

a. jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat 

dari Sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total 

jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima; dan 

b. jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona 

terdekat dari Sekolah dengan alasan khusus meliputi 

perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau 

terjadi bencana alam/sosial,  paling banyak 5% (lima 

persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang 

diterima. 

 

Semua wilayah menerapkan sistem ini, tak terkecuali 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelumnya ditahun 2017, 

Kabupaten Bantul menjadi kabupaten yang paling disoroti karena 

tingginya angka kecurangan yang terjadi. Tahun 2018 ini, 

Kabupaten Bantul menerapkan sistem baru yaitu dengan 

menerapkan zonasi ring atau radius 500meter dari sekolah atau 

yang lebih dikenal dengan nama jalur lingkungan sekolah. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Suyatno selaku 

Kasi Kurikulum Bidang SMP Dikpora Bantul, Semua anak usia 

sekolah wajib diterima dengan segala kondisi apapun, meskipun 

juga nilainya rendah. Jika hanya menggunakan surat dari desa itu 

tidak valid, oleh karenanya dikpora bekerjasama dengan telkom 
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untuk membuat peta udara. Sehingga nantinya menggunakan 

google map, baik sekolah maupun siswa bisa mengukur dengan 

akurat.
5
 

Di Kabupaten Bantul ada 47 sekolah berstatus negeri, 

seluruh sekolah negeri tersebut wajib menerapkan sistem zonasi. 

Salah satu sekolah negeri tersebut adalah SMPN 1 Banguntapan, 

yang terletak di Jl. Karangturi, Kecamatan Banguntapan Bantul. 

Sekolah ini merupakan salah satu sekolah favorit yang ada di 

Kabupaten Bantul, karena menduduki  peringkat 4 di kabupaten 

dan 15 di tingkat propinsi. Untuk alumninya 70% tersebar di 

seluruh SMA maupun SMK negeri yang ada di wilayah 

D.I.Yogyakarta, sisanya tersebar di sekolah favorit. Dahulunya 

sempat akan merintis untuk sekolah berstandar internasional, 

yaitu dengan membuka kelas bilingual. Dimana kelas bilingual 

ini merupakan kelas dengan program unggulan dan hanya dibuka 

satu kelas saja.
6
 

Sebagaimana hasil dari wawancara dengan Wakasek 

Kesiswaan SMPN 1 Banguntapan, salah satu dampak yang 

berpengaruh adalah nilai terendah calon siswa dalam seleksi. 

Dengan adanya jalur 500meter membuat siswa menjadi seenakya 

sendiri karena sudah pasti diterima sehingga mengakibatkan anak 

menjadi tidak belajar. Hal tersebut tentu berimbas pada nilai saat 

mengikuti seleksi PPDB. Ketika dahulu, mau masuk ke sekolah 

tersebut nilai terendahnya minimal 23. Namun dengan adanya 

                                                           
5
 Wawancara dengan Bapak Suyatno, Kasi Kurikulum Bidang SMP 

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul, 23 Januari 2019. 
6
 Wawancara dengan Bapak RBA Soliku, Wakasek Kesiswaan SMPN 1 

Banguntapan, tanggal 04 April 2019. 
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sistem zonasi ini bisa menjadi 13. Ketika 23 dibagi dengan 3 

maka nilainya nyaris 8 namun ketika 13 dibagi tiga nilainya 

hanya 4 koma sekian.
7
 

Dalam memajukan pendidikan yang berkualitas tentunya 

membutuhkan pembenahan dalam sistem pendidikan yang ada di 

Indonesia. Dukungan dari pihak orangtua dalam memberikan 

semangat kepada anak untuk mengenyam pendidikan juga 

diperlukan. Sarana dan prasarana juga perlu untuk dibenahi 

sehingga menunjang semangat siswa dalam belajar. Banyaknya 

permasalahan yang dihadapi dari penerapan sistem zonasi, 

menjadikan penulis tertarik untuk meneliti tentang: 

“Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 1 Banguntapan Bantul 

Tahun 2018 (Studi Atas Pasal 16 Peraturan Menteri 

Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 

Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman 

Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah 

Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah 

Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat).” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok 

permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah kebijakan zonasi PPDB tahun 2018 di 

Kabupaten Bantul ? 

2. Bagaimana implementasi Pasal 16 Permendikbud No 14 

tahun 2018 terhadap pelaksanaan penerimaan peserta didik 

baru di SMPN 1 Banguntapan Bantul tahun 2018 ? 

                                                           
7
 Ibid., tanggal 16 Januari 2019. 
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C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Mengenai tujuan dari penulisan ini diuraikan sebagai 

berikut: 

a. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai kebijakan 

sistem zonasi PPDB tahun 2018 yang ada di Kabupaten 

Bantul  

b. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai 

implementasi pasal 16 Permendikbud Nomor 14 Tahun 

2018 dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di 

SMPN 1 Banguntapan Bantul tahun 2018 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoritis, Penelitian ini dapat bermanfaat dalam 

pengembangan keilmuan serta menjadi tambahan 

penelitian lapangan di bidang Hukum Tata Negara, 

khususnya kajian mengenai kebijakan publik dalam dunia 

pendidikan. 

b. Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan manfaat kepada masyarakat sehingga 

masyarakat dapat mengetahui serta memahami mengenai 

pemberlakuan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta 

Didik Baru. Selain itu, juga sebagai masukan juga untuk 

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten 

Bantul serta sekolah-sekolah negeri khususnya SMP 

sehingga memaksimalkan dalam pemberian sosialisasi 

kepada masyarakat mengenai pemberlakuan sistem zonasi. 
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D. Telaah Pustaka 

Dalam rangka mendukung penelitian serta dapat 

tercapainya tujuan dalam penelitian ini, maka penyusun berusaha 

mencari karya-karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan 

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 1 Banguntapan Bantul Tahun 2018 

(Studi Atas Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan Dan 

Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta 

Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah 

Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah 

Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat).” 

Hal ini dimaksudkan supaya tidak terjadi kesamaan dengan 

penelitian yang telah ada. Adapun karya-karya yang menjadi 

sumber rujukan diantaranya yaitu: 

Pertama, Skripsi Ayniah Cahyani, mahasiswa Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta program studi 

Pendidikan Agama Islam dengan judul “Hubungan Antara 

Persepsi Peserta Didik Terhadap Sistem Zonasi dalam 

Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Minat Belajar Pendidikan 

Agama Islam di SMP Negeri 1 Banguntapan Bantul.”
8
 Tujuan 

dalam penelitian ini adalah mengetahui persepsi siswa ppdb 

zonasi dengan besar minat dari peserta didik dalam belajar 

pendidikan agama islam. Penelitian ini merupakan penelitian 

                                                           
8
 Ayniah Cahyani, “Hubungan Antara Persepsi Peserta Didik Terhadap 

Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Minat Belajar 

Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Banguntapan Bantul”, Skripsi, 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018. 
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lapangan (field research). Skripsi ini mengemukakan tingkat 

persepsi peserta didik terhadap sistem zonasu dalam ppdb berada 

dalam kategori sedang sedangkan minat belajar pendidikan 

agama islam berada dalam kategori yang sedang. Hubungan dari 

keduanya memiliki nilai korelasi yang rendah, positif dan 

signifikan sehingga sistem zonasi dalam ppdb cukup berpengaruh 

di dalam minat belajar pendidikan agama islam di SMP Negeri 1 

Banguntapan Bantul. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian di atas, meski 

lokasi sama yaitu SMPN 1 Banguntapan dan juga membahas 

mengenai zonasi ppdb, tetapi pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah yuridis empiris. Dimana mengkaji peraturan 

perundang-undangan yang ada dan bagaimana 

pengaplikasiannya. Selain itu dasar hukum zonasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Permendikbud Nomor 14 

Tahun 2018 sedangan penelitian diatas menggunakan 

Permendikbud Nomor 7 Tahun 2017. 

Kedua, Skripsi Nur Anna Mira, mahasiswa Universitas 

Hasanuddin program studi Administrasi Negara dengan judul 

“Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online di 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar”.
9
 Penelitian 

ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan PPDB di Kota 

Makassar. Fokus penelitiannya adalah proses PPDB yang 

dilakukan secara online dilihat dari Desentralisasi pengambilan 

keputusan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
                                                           

9 https://core.ac.uk/download/pdf/77625497.pdf, akses pada 17 

September 2018 pukul 21:12 WIB. 

https://core.ac.uk/download/pdf/77625497.pdf
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yang bersifat deksriptif. Skripsi ini mengemukakan jalur 

pendaftaran yang ada di Kota Makassar ada 3 jalur, lalu untuk 

proses PPDB ada 4 jalur yaitu jalur inklusi, Jalur Keluarga Pra 

Sejahtera (KPS), Jalur Domisili, Jalur Reguler. Pada dasarnya 

pelaksanaan PPDB di Kota Makassar dapat dikatakan telah 

terlaksana dengan baik. Terlebih dengan adanya real time 

menjadikan transparansi antara pemerintah dengan masyarakat. 

Hanya saja di sisi lain masih adanya kekurangan serta perlu 

mendapatkan perhatian khusus sehingga tidak muncul hal-hal 

kecurangan pada saat pendaftaran. Selain itu, perlunya sosialisasi 

mengenai pemnafaatan teknologi, dikarenakan masih banyaknya 

masyarakat yang belum mengerti mengenai PPDB dengan sistem 

online. 

Perbedaan dengan penelitian diatas adalah, skripsi diatas 

menjelaskan mengenai jalur-jalur ppdb yang ada di kota makassar 

sedangkan penelitian ini mengenai pelaksanaan ppdb di SMPN 1 

Banguntapan. Selain itu lokasi juga berbeda. 

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Elga Andina dengan judul 

“Sistem Zonasi dan Dampak Psikologi Bagi Peserta Didik”
10

, 

dalam jurnal ini dijelaskan mengenai kemunculan regulasi sistem 

zonasi ini menjadikan peserta didik menjadi kesulitan dalam 

menetukan sekolah. Kemunculan sistem ini dimaksudkan untuk 

mendekatkan jarak antara peserta didik dengan sekolah, tetapi 

yang muncul adalah penyatuan antara siswa yang berprestasi 

                                                           
10 Elga Andina,”Sistem Zonasi dan Dampak Psikologi bagi Peserta 

Didik”, Jurnal Info Singkat Badan Keahlian DPR RI, Vol. IX, No. 

14/II/Puslit/Juli/2017. 
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dengan yang tidak berprestasi. Hal ini dikhawatirkan dapat 

menurunkan minat belajar dari siswa yang berprestasi. Jadi, 

perlunya pengkajian ulang mengenai sistem zonasi ini sehingga 

tidak merugikan peserta didik. 

Perbedaan dengan penelitian diatas adalah, penelitian ini 

lebih kepada implementasi dari Permendikbud Nomor 14 Tahun 

2018 sedangakan skripsi diatas membahas mengenai implikasi 

dari sistem zonasi. 

 

E. Kerangka Teoritik 

Adapun beberapa teori yang menjadi pijakan oleh penyusun 

dalam melakukan penelitian ini adalah: 

1. Negara Hukum 

Konsep mengenai negara hukum telah terfikir sebelum 

terjadinya revolusi Inggris, tetapi mulai muncul kembali pada 

abad XVIII dan menjadi populer pada abad XIX. Munculnya 

konsep ini merupakan reaksi atas kesewenangan yang terjadi 

di masa lampau. Hal tersebut mengakibatkan adanya 

keterkaitan erat hubungan antara unsur-unsur negara hukum 

dengan perkembangan masyarakat suatu bangsa. Cita negara 

hukum pertama kali dikemukakan oleh Plato yang kemudian 

dipertegas oleh Aristoteles.
11

 

Menurut F.J Stahl, unsur-unsur rechstaat dalam arti 

klasik yakni :  

a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; 

                                                           
11

 Ni’matul Huda, Negara Hukum,Demokrasi &  Judicial Review, 

(Yogyakarta:UII Press, 2005), hlm.170. 
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b. Pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk 

menjamin hak asasi manusia; 

c. Pemerintah berdasarkan peraturan; 

d. Adannya peradilan administrasi. 

Sedangkan unsur-unsur rule of law AV Dicey adalah 

sebagai berikut:  

a. Supremasi hukum; 

b. Persamaan di hadapan hukum; 

c. Adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia.
12

 

Secara formal sejak tahun 1945 (UUD 1945 Pra-

amandemen), Indonesia telah mendeklarasikan diri sebagai 

negara hukum. Sebagaimana yang tercantum dalam 

penjelasan UUD 1945 “Indonesia adalah negara yang 

berdasarkan hukum dan bukan negara yang berdasarkan 

kekuasaan belaka”.
13

 Konsep negara hukum Indonesia 

semakin di perjelas sebagaimana dalam UUD 1945 hasil 

amandemen, pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara 

Indonesia adalah Negara Hukum”.
14

 Konsekuensi dari 

ketentuan tersebut adalah bahwa segala sikap, kebijakan serta 

perilaku dari alat negara serta masyarakat harus berdasar dan 

sesuai dengan ketentuan hukum, serta memperhatikan 

Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa 

                                                           
12

 Ibid., hlm.9. 
13

 Titik Triwulan Tutik, Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia 

Pasca Amandemen 1945, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.63. 
14

 Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. 



14 

Indonesia.
15

 Ismail Suny menegaskan dimana ada 4 syarat 

wajib sebagai konsep dasar dari negara hukum:  

1. Hak asasi manusia; 

2. Pembagian kekuasaan; 

3. Pemeritahan berdasarkan undang-undang; 

4. Peradilan administrasi.
16

 

Adanya perlindungan terhadap HAM merupakan salah 

satu ciri pokok dari sebuah negara hukum. Salah satu bentuk 

hak asasi manusia adalah terkait dengan adanya pemenuhan 

pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu hak dari setiap 

warga negara yang wajib dijamin oleh Pemerintah. Sebagai 

bukti Indonesia menjamin adanya pemenuhan pendidikan 

bagi setiap warga negara tertuang dalam Pembukaan UUD 

1945, dimana salah satu cita-cita dari bangsa Indonesia adalah 

Mencerdaskan Kehidupan bangsa. Selain itu tertuang dalam 

Pasal 28C, Pasal 28E dan secara tersendiri diatur dalam BAB 

XIII UUD Negara Republik Indonesia 1945. 

BAB XIII
17

 

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

Pasal 31  

(1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan 

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan 

pemerintah wajib membiayainya 

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 

pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan 

                                                           
15 Alwi Wahyudi, Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif 

Pancasila Pasca Reformasi,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm.64. 
16

 Titik Triwulan Tutik, Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia 

Pasca Amandemen 1945, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.63. 
17

 Pasal 31 UUD NRI 1945. 
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ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdasakan 

kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. 

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-

kurangnya dua puluh persen dari anggarann pendapatan dan 

belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja 

daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan 

pendidikan nasional. 

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan 

untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. 

 

Berdasakan ketentuan dari Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 

maka dibetuklah suatu Undang-Undang yang mengatur 

mengenai sistem pendidikan di Indonesia, yaitu UU Nomor 

20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

2. Teori Hukum Administrasi Negara 

Menurut Kranenburg, hukum administrasi negara adalah 

ketentuan hukum yang mengatur mengenai susunan serta 

wewenang khusus dari alat perlengkapan organ-organ seperti 

dalam kepegawaian yang didalamnya terasuk pensiunan, 

peraturan mengenai wajib militer, pengaturan mengenai 

pendidikan atau pengajaran, peraturan mengenai adanya 

jaminan sosial, peraturan mengenai perumahan, peraturan 

tentang buruh, peraturan jaminan bagi orang miskin, dan lain 

sebagainya.
18

 Bidang-bidang pokok yang menjadi bagian dari 

Hukum Administrasi Negara menurut Walther Burekhard 

yaitu :  

                                                           
18 http://Staffnew.uny.ac.id akses pada 29 Oktober 2018, pukul 10:30 

WIB. 

http://staffnew.uny.ac.id/
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1. Hukum Kepolisian, sekumpulan aturan hukum yang 

didalamnya mengandung norma tuntunan dalam 

bertingkah laku, sifatnya larangan/pengingkaran serta 

adanya batasan-batasan terhadap seseorang guna menjaga 

kepentingan serta keamanan umum. 

2. Hukum Perlembagaan, yaitu seperangkat aturan hukum 

yang ditunjukkan untuk para penguasa dalam 

penyelenggaraan perkembangan rakyat serta 

pembangunan dalam ruang kebudayaan, kesenian, ilmu 

pengetahuan, kerohanian dan kejasmanian, kemasyarakatan 

dan lain-lain yang di dalamnya termasuk juga pendidikan 

serta pengajaran di lingkungan sekolah, perpustakaan, 

maupun rumah sakit. Semakin meluasnya bidang-bidang 

kebebasan bergerak perseorangan, perlunya penguasa 

dalam mengatur hubungan-hubungan hukum antar 

individu tersebut berdasarkan tugas penguasa dalam 

penyelenggaraan kepentingan umum. 

3. Hukum keuangan, yaitu seperangkat aturan hukum 

mengenai upaya dalam menyediakan perbekalan untuk 

melaksanakan tugas-tugas dari penguasa. Misalnya: 

pengaturan mengenai pajak, bea dan cukai, pinjaman uang 

bagi negara dan lain-lain.
19

 

Mengingat kegiatan yang dilakukan oleh administrasi 

negara tidak sedikit, maka perlu adanya prioritas. Keberadaan 

prioritas dalam mengatur pelayanan terhadap masyarakat 

                                                           
19 http://jural.unma.ac.id  akses pada 29 Oktober 2018, pukul 10:20 

WIB. 

http://jural.unma.ac.id/
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dimaksudkan untuk mencapai hasil yang maksimal sehingga 

kegiatan pelayanan akan optimal. Misalnya dalam 

pembangunan lima tahun ke depan perlu adanya prioritas di 

dalamnya, mungkin dalam bidang pendidikan, kesehatan, 

keamanan, kesejahteraan dan lain sebagainya. Hal tersebut 

nantinya sangat bergantung pada keperluan dari masing-

masing bidang.
20

 

3. Teori Politik Hukum 

Sebagaimana pendapat dari Satjipto Raharjo, Politik 

Hukum merupakan suatu aktivitas memilih serta cara yang 

hendak digunakan untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan 

menggunakan hukum tertentu dalam masyarakat yang 

nantinya cakupannya meliputi jawaban dari beberapa 

pertanyaan, yaitu :  

1. Melalui sistem yang ada, maka tujuan apa yang hendak 

dicapai 

2. Guna mencapai suatu tujuan tersebut cara apa serta yang 

mana yang paling efektif untuk dipakai; 

3. dalam waktu apa dan bagaimanakah cara mengubah 

hukum itu;  

4. mampukah menggunakan pola yang baku serta mapan 

dirumuskan guna membantu dalam memutuskan proses 

pemilihan tujuan serta cara-cara yang digunakan untuk 

mecapai tujuan dengan baik.
21

 

                                                           
20 http://simdos.unud.ac.id akses pada 12 Oktober 2018, puku 13:45 

WIB. 
21

 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum. Dalam Moh. Mahfud MD, Politik 

Hukum di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm.2. 

http://simdos.unud.ac.id/
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Ketentuan dalam UUD mengenai Pendidikan lalu 

ditindakanjuti dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan hasil dari 

konsesus politik. Setidaknya terdapat 5 pengaruh dari politik 

terhadap pendidikan yaitu: (a) Politik berpengaruh terhadap 

kegiatan pendidikan dalam rangka penciptaan dari nilai-nilai 

dan harapan- harapan warga negara seperti apa yang 

kedepannya dibutuhkan oleh negara, (b) politik berpengaruh 

terhadap anggaran pendidikan, (c) politik berpengaruh pada 

sumber daya pendidikan seperti gaji guru, sarana prasarana 

penunjang dalam kegiatan belajar, dan pelatihan guru, (d) 

politik berpengaruh dalam sistem persekolahan seperti struktur 

sekolah, sistem pemberian penghargaan terhadap guru, dan 

sistem dalam penerimaan siswa, (e) politik berpengaruh 

terhadap mutu lulusan  yang dapat dilihat dari bagaimana 

lulusan pendidikan dalam berperilaku politik, berperilaku 

budaya, berperilaku ekonomi serta berperilaku sosial.
22

 

Sebagaimana salah satu tujuan dari bangsa Indonesia 

yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Negara menjamin sepenuhnya mengenai 

pemenuhan hak pendidikan bagi setiap bangsa. Demi 

tercapainya pemerataan pendidikan maka terbitlah Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 7 Tahun 2017 

                                                           
22

 Martin Carnoy and Henry M. Levin. 1976. The Limits Of 

Educational Reform. New York:David Mekay Compani, INC, P.30-37. Dalam 

naskah publikasi ilmiah yang ditulis oleh Susanto program pascasarjana 

Universitas Muhammadiyah Surakarta http://eprints.ums.ac.id/43619/21/ 

Naskah%20Publikasi.pdf, akses pada 13 Oktober 2018 Pukul 20:10 WIB. 

http://eprints.ums.ac.id/43619/21/%20Naskah%20Publikasi.pdf
http://eprints.ums.ac.id/43619/21/%20Naskah%20Publikasi.pdf


19 

tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-

Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah 

Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk 

Lain yang Sederajat. Dimana dalam peraturan tersebut 

muncul mengenai sistem baru dalam penerimaan peserta 

didik baru yang disebut dengan sistem Zonasi. Peraturan 

tersebut kemudian di perbaiki lagi di tahun 2018 menjadi 

Permendikbud Nomor 14 tahun 2018 tentang Penerimaan 

Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah 

Dasar,  Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas,  

Sekolah Menengah Kejuruan, Atau  Bentuk Lain Yang 

Sederajat. 

 

F. Metode Peneltian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field 

research) dan bersifat deskriptif kualitatif 
23

 yaitu dengan 

mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan PPDB di SMPN 1 

Banguntapan Bantul tahun 2018 (Studi Atas Pasal 16 

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 

Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada 

Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah 

Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah 

                                                           
23 Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Lexy J 

Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja RosdaKarya, 

2016), hlm.4. Lihat juga Soerjono Soekanto,Pengantar Penelitian 

Hukum,hlm.32. pendekatan kwalitatif digunakan dengan tujuan untuk mengerti 

dan memahami gejala yang diteliti. 
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Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat) dengan cara 

mengumpulkan data yang diperolah dengan wawancara. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan 

skripsi ini adalah yuridis empiris yaitu pendekatan yang 

dilakukan untuk menganalisa sejauh mana aturan/hukum 

berlaku secara efektif.
24

 Dalam hal ini menganalisis 

permasalahan yang ada terkait dengan pelaksanaan PPDB 

kemudian dikaji dengan memadukan bahan-bahan hukum 

serta data yang diperoleh di lapangan sesuai dengan kenyataan 

yang ada. Dalam metode yuridis empiris yang menjadi 

permasalahan adalah kesenjangan antara das sollen dan das 

sein yaitu ketidaksesuaian antara apa yang menjadi harapan 

dengan kenyataan yang ada. 

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 

Bahan Hukum penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

melalui studi lapangan, yang terdiri dari: 

a. Bahan Hukum Primer 

Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber informasi, 

yaitu diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan 

pihak-pihak yang terkait dengan penelitian yaitu Kepala Dinas 

Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul dan 

SMPN 1 Banguntapan Bantul. 

 

                                                           
24

 Suratman dan H.Philips Dillah, Metode Penelitia Hukum, (Bandung: 

Alfabeta, 2013), hlm.106. 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum yang diperoleh dengan cara studi 

kepustakaan. Bahan hukum sekunder ini terdiri atas bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum 

tersier. Bahan hukum Primer, yaitu: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2) Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional; 

3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan jo 

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 

2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan 

Pendidikan ; 

4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 17 

Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada 

Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah 

Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah 

Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat jo Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan No 14 Tahun 2018 

tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman 

Kanak-Kanak, Sekolah Dasar,  Sekolah Menengah 

Pertama, Sekolah Menengah Atas,  Sekolah Menengah 

Kejuruan, Atau  Bentuk Lain Yang Sederajat; 
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5) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 7 

Tahun 2018 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik 

Baru; 

6) Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor:  

1300/PERKA/2018 tentang Pedoman Penerimaan Peserta 

Didik Baru Di Sekolah Tahun Pelajaran 2018/2019; 

7) Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan 

Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 

1301/Perka/2018 Tentang  Petunjuk Teknis Penerimaan 

Peserta Didik Baru (PPDB) Online SMA Negeri Dan 

SMK Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 

Pelajaran 2018/2019; 

8) Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru 

Pada Taman Kanak-Kanak/Raudlatul Athfal, Sekolah 

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Dan Sekolah Menengah 

Pertama/Madrasah Tsanawiyah; 

9) Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Bantul Nomor : 120 Tahun 2018 tentang 

Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik  Baru  Taman 

Kanak-Kanak, Sekolah Dasar  Dan Sekolah Menengah 

Pertama Di Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2018/2019 

jo Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Bantul Nomor: 142 Tahun 2018 

Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik  Baru  
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Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah 

Menengah Pertama Di Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 

2018/2019. 

Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang 

hukum yang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer. Dalam bahan hukum sekunder ini terdiri dari: skripsi, 

tesis, maupun buku-buku yang mengandung unsur yang diteliti 

oleh penulis. 

Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang 

memberi petunjuk ataupun pelengkap terhadap bahan hukum 

primer dan sekunder, seperti internet, kamus hukum, ataupun 

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini disusun sebagai rencana 

penyusunan skripsi dengan cara menunjukan urutan secara logis 

hubungan antara bab satu dengan bab yang lainnya atau sub-bab 

dengan lainnya. Sistematika dalam penelitian ini disusun sebagai 

berikut: 

Bab pertama, bab ini merupakan pendahuluan yang 

memuat secara rinci yaitu latar belakang masalah yang akan 

diteliti serta sasaran penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan, 

tujuan serta kegunaan. Rumusan masalah berisi gambaran 

mengenai apa yang menjadikan permasalahan. Selanjutnya 

adalah telaah pustaka guna membedakan dengan penelitian yang 

telah ada sebelumnya. Lalu data yang terkumpul dianalisis 
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menggunakan kerangka teoritik. Dan untuk dasar melakukan 

penelitian menggunakan metode penelitian. 

Bab kedua, bab ini berisi tentang kerangka teoritik politik 

hukum pendidikan yang berisi sub-sub teori pendidikan serta 

teori politik hukum pendidikan. Selain itu berisi tentang 

gambaran umum penerimaan peserta didik baru (PPDB). 

Bab ketiga, dalam bab ini berisi mengenai pelaksanaan 

PPDB di Kabupaten Bantul dan SMPN 1 Banguntapan. Diawali 

dari aspek geografis dari Kabupaten Bantul, lalu profil dan 

kebijakan dari Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Bantul. Selain itu juga profil dari SMPN 1 

Banguntapan Bantul sampai bagaimana pelaksanaan dari sistem 

zonasi PPDB di Kabupaten Bantul serta pelaksanaan ppdb di 

SMPN 1 Banguntapan. 

Bab keempat, bab ini berisi mengenai analisa terhadap 

implementasi pasal 16 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 

terhadap pelaksanaan PPDB di Kabupaten Bantul khususnya di 

SMPN 1 Banguntapan Bantul tahun 2018. Kemudian dianalisis 

mengenai implementasi peraturan serta kendala yang dihadapi 

dan solusi. 

Bab kelima, dalam bab ini adalah penutup yang meliputi 

kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang 

telah diajukan serta saran sebagai masukan terkait dengan 

penelitian ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Kebijakan zonasi PPDB di Kabupaten Bantul tahun 2018 

di laksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Bantul 

Nomor 59 Tahun 2018 yang kemudian ditindak lanjuti 

dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Bantul Nomor: 120 Tahun 2018 jo 

Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Bantul Nomor 142 Tahun 2018 tentang 

Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik  Baru  Taman 

Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah 

Pertama Di Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 

2018/2019. Di Kabupaten Bantul sistem zonasi dibagi 

menjadi 2 macam yaitu zonasi ring dengan jarak 500 

meter atau yang lebih dikenal dengan jalur lingkungan 

sekolah. Kedua, zonasi dengan sistem RTO lingkup 

kabupaten dengan penambahan point, yang dibagi 

menjadi zonasi dalam kecamatan, gabungan beberapa 

kecamatan dalam satu zona dan zonasi luas lingkup 

kabupaten. 

2. Penyelenggaraan PPDB Tahun 2018 di SMPN 1 

Banguntapan dilaksanakan sesuai dengan Perka Dikpora 

Bantul Nomor 142 tahun 2018 dan juga Permendikbud 

Nomor 14 tahun 2018. Dalam hal ini PPDB, menerapkan 



103 

jalur lingkungan sekolah (zonasi 500  meter), zonasi RTO 

Kabupaten (dengan penambahan point yang telah 

ditetntukan oleh Dinas), jalur prestasi dan jalur alasan 

khusus. Hasil PPDB diperoleh siswa zonasi 87,5% (189 

siswa), jalur prestasi 5,5% (12 siswa), dan jalur alasan 

khusus 8,79% (19 siswa). Meski tidak sesuai dengan 

prosentase seharusnya namun hampir 99% siswa berasal 

dari kabupaten Bantul. 

 

B. Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan juga analisis yang 

telah dikemukalan dalam bab sebelumnya, maka penulis 

memberikan saran yang bertujuan untuk meningkatkan 

pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi di Kabupaten Bantul 

khususnya SMPN 1 Banguntapan sebagai berikut : 

1. Saran kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Bantul 

a. Perlunya pengawasan serta melakukan kontrol terkait 

dengan penerapan kebijakan yang telah disepakati 

sehingga tidak menimbulkan persoalan-persoalan 

ketika PPDB berlangsung. 

b. Perlunya peningkatan pelayanan terkait sosialisasi 

baik kepada guru-guru maupun kepada masyarakat 

luas, khususnya wali siswa yang anaknya akan 

mengikuti PPDB. Sehingga nantinya wali siswa lebih 

memahami lagi terkait ketentuan sistem zonasi ini. 
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2. Saran kepada SMPN 1 Banguntapan 

a. Turut membantu Dikpora dalam proses sosialisasi 

kepada masyarakat. Sehingga masyarakat akan lebih 

memahami mengenai pemberlakuan sistem zonasi 

beserta ketentuannya. 

b. Meningkatkan pelayanan saat PPDB berlangsung, 

dengan meminta bantuan dari OSIS untuk 

memfasilitasi wali siswa yang kurang memahami 

mengenasi sistem aplikasi. 

3. Saran kepada masyarakat khususnya orangtua siswa 

a. Masyarakat lebih proaktif dalam setiap perubahan 

terkait dengan proses PPDB. 

b. Membantu pihak-pihak terkait khususnya LOD 

apabila dirasa adanya kejanggalan saat PPDB 

berlangsung. 
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